BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

Menimbang :

Mengingat

TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TIPE A
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman dan
Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi/
Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan
Bupati Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Tipe A.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten
Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2907);

Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak
Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894);
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Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cita
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Dearah
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017
Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi
Papua :04/2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA TIPE A.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mimika Nomor 38 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2017 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan paragraf 3 Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pasal 28 ayat (1), ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 28

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasikan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan
pemantuan dan evaluasi dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advikasi
pengadaan barang dan jasa.
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan
secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pernbinaan dan advokasi pengadaan barang
dan jasa;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa; dan

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, membawahi :

a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;

b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;dan
c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang dan jasa;

melaksanakan riset dan analisis pasar barang dan jasa;

melaksanakan penyusunan strategi pengadaan barang dan jasa;

melaksanakan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta

dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;

melaksanakan pernilihan penyedia barang dan jasa;

melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/

sektoral;

g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang dan
jasa pemerintah; dan

h. memantau dan mengevaluasi pelaksana.

Ao TP
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Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

a.

g.
h.

melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang
dan jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik)
dan infrastrukturnya;

melaksanakan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara
elektronik;

memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh
sistem informasi pengadaan barang dan jasa;

mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh
UKPBJ;

melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa
pemerintah kepada masyarakat luas;

mengelola informasi kontrak; dan

mengelola informasi manajemen barang dan jasa hasil pengadaan.

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf ¢ mempunyai tugas:

a.

melaksanakan pernbinaan bagi para pelaku pengadaan barang dan jasa
pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dan
personel UKPBJ;

melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang
dan jasa;

melaksanakan pembinaan hubungan dengan para pemangku
kepentingan;

melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ;

melaksanakan pengelolaan personil UKPBJ;

melaksanakan pengembangan sistem insentif personel UKPBJ;

memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara
elektronik;

melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang
dan jasa pernerintah;

melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi
proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan pemerintah
provinsi, kabupaten/kota, dan desa;

melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi
penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa
pernerintah, antara Iain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan

melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Mimika Nomor
38 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tipe A, masih tetap
berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 29 Desember 2022

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 29 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 70

,;/gﬂfhb sesuai dengan aslinya
~~KEP ‘M \GIAN HUKUM

MUH JAMBIA WADAN SAO, SH
\7 /" PEMBINA
CNIP, 19710523 200701 1 011
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Lampiran Peraturan Bupati Mimika
Nomor 65 Tahun 2022
Tanggal, 29 Desember 2022

BAGAN STRUKTUR BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

SEKRETARIS DAERAH

Staf Ahli Bupati Bidang

: Ekonomi, Keuangan dan
Kelompok Jabatan Fungsional Pembangunan

Asisten Perekonomian dan
Pembangunan

Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa

) Subbagian Pengelolaan Subbagian Pembinaan dan
Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Advokasi Pengadaan Barang
Barang dan Jasa Eloktronik dan Jasa

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

zEm %,zmmy WADAN SAO, SH
N\ ™ “PEMBINA
z% Efomww mooqo:o:




